
/ · 

BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR /t TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PEL.AKSANAAN Kll:GIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 
KEL.URAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DJ KELURAHAN DALAM 

KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA !;;$A 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong, 
agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 20 I 8 
tentaog Kegiatao Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kel urahan, 
maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 
Pembangunan Saraoa dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahao dalam Kabupateo 
Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



5. Undnng-U ndnng Nomor 12 'l'nhun 201 I ten tang 
Pcmlx~ntuknn Pcraturan Pcrundang-undangan (t.cmbaran 
Nci;am l~cp11blik ln<lonesin Tahun 2011 Nomor 82, 
'J'amht\hA11 f.,cmb:u-an Negara Rcpub1ik Indonesia Nomor 
5234): 

6. Undang-Undang Nomm· 23 Tahun 2014 tentang Undang­
Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan 
Dncrnh (Lcmlmran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambabnn Lembaran Negara Republik 
lndoncsi,1 Nomor 5587), sebagnimana teloh diubah 
ht~l>crapu kali, terakhil' den!tan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tcnwng Perubahan l<edua Atas Unclang• 
Unch-mg Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Dac,-ah (Lemhnran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 IS 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negal'a Rcpublik Indonesia 
Nomor 5679) i 

7. reraturan Pemerin1ah No,nor 20 Tahun 1968 tcntang 
Bcrlakunya Undang-Undru1g Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelnksana.an Pcmerintahan di Pl'opi-nsi Bengkulu (Lerobaran 
Negara Republik Indonesia Tahun I 968 Nomor 34, 
Tambnhan Lemt,aran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
2854); 

8. Peraturan Pcmcrintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Unng Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia •rahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembnrnn Negara Republik lndoncoia Nomor 4738); 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembal'Qn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5165); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasa.n Penyelenggaraan 
Pemerin1ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 604 l); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

I 2. Pera tu ran Pemerintah Nomor J 2 Tahun 20 I 9 ten tang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negal'a Republik 
Indonesia Tahon 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 I 6 Nomor 33); 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan 
Peraturan Mcntcri Dala m Negerl Nomor 21 Tahun 2011 
(Be.rita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 10); 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
Lentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiann.ya; 
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Menetapkan 

16,Peraturan Mentcri Da.lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerab (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturao Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peruba.han 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 1'ahun 
2015 t.entang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pcngendalian dan 
Evaluasi Pcmbangunan Daerah, Tata cara E:vaJuasi 
Rancangan Peraturan Daerab tentang Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah daru Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, sesta Tata Carn Perubaban Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Oacrah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengab Daerah, dan Rcncana 
Kerja Pemerintah Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 3112); 

l 8 . Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasara.t1:a 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

19.Peraturan Dacrab Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera.h Kabupaten 
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah 
dengan Pcraturan Dae:rah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peratu.ran Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Oaerab Kabupatcm 
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133); 

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201 7 ten tang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, 
Tambaban Lembaran Daemb Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor9); 

2 1.Pcraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebon.g Tahun 2018 Nomor 134). 

MEMUTUSKAN ; 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN $ARANA DAN PRASARANA 
KELURAHAN DAN PEMBERDAYMN MASYARAKAT DI 
KELURAHAN DALAM KABUPATEN RE.JANG LEBONO. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal J 

Dalam Peraturaa Bupati ini yang dimaksud dengan : 
J. Daerah adalah Kab,tpaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah a.dalah Bupati seba,gai unsur penyclenggara Pemerintahan 

Da.erah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintalu1n yang menjadi 
kewenanga.n daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bu pati Rejang Lebong. 
4. Perangkat Daera.h a.dalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dina.s daerah, lembaga teknis daerah , keeamatan, dan kelurahan. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkar dacrah pada Pcmerintah Daerah selaku pcngguna 
anggaran/pengguna barang. 

6. Kecamatan ada.lah \\ilayah kerja Ca.mat sebagai perangkac daerah Kabupaten 
Rejang Lebong. 

7. Ca.mat adaJah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kerja kceamatan yang de.I.am pelaksanaan tugasnya mempcrolch 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

8. Kelurahan adala.h wilayah kerja l,urah sebagai perangkat daerah Kabupaten 
d alam \\ilayah kerja kecamatan 

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lobih 
unit kerja pada Perang.kat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasa.ran 
teru kur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang 
modal termasttk peralata.n dan teknologi, dana, atau kombinasi dari bebera.pa 
acau kesemua jenis s umber daya tersebut sebagai masuk.-:m (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bcntuk baraag/jasa. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
d isetuj u i bersa.ma oleh Pemcrintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang 
Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjucnya disingkat DAU Tambahan 
adalah dukunga n pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan 
pembanguna.n sarana dan prasarana Kelurahan dan pcmbcrdayaan 
masyaraka c di Kelurahan. 

12. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan adalah kegiatan yang 
digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung 
pada meningkamya kua Utas hidup masyarakat dengan bcrpedoman pada hasil 
musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan. 

13. Kegiatan pemberdayaan masyara.kat d i Kelurahan adalah kegiatan yang 
digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di 
Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dengan 
berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelura.han. 

14. l,embaga Kemasya.rakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakal 
sesuai denga.n kebuttthan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan 
masyarakat. 

15. 1.,embaga Pemberdayaan Masyarakat Kelttrahao yang selanjutnya disingkat 
l,PM adalah lembaga ata.u wada.h yang clibentuk atas prakarsa masyarakat 
sebagai Pemerintah Kelurahan dalam meoampu ng dan mewujudkan aspirasi 
serta kebu tuha.n masyarakat di bidang pembangunan. 
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16. Organisasi kemnsyarakatan adalah organisasi yang diditikan dan dibentuk 
o leh masyarakat secara sukare1a ben.iasaTkan kesamaan nsplrasi, kehcndnk, 
kebutuhan, kepentingan, kcgiatan, ctan tujuan untuk berpartisipasi dala.m 
pembangunan demi tcrcapainya tujuan Negara Kesatuan RepubHk lndonesia 
yang berdasarkan Pancasila. 

17. Kelompok masyarakat adalah kclompok masyarakal yang melaksanakan 
Pengadaan Ba.rang/ Jasa dengan dul<ungan anggaran belanja dari 
APBN/APBD. 

18. Pengclolaan keuanga.n daemh adalah keselltruhan kegiatan yang me.liputi 
perencanaan, pelaksanaan, pena.tausahaan, peJaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan keuangan daerah. 

I 9. Benda.hara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat 
Pengclola Keuangrut Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bcndahara umum daerah. 

20. Kuasa BUD adalah pejabat yang cliberi Iwasa untuk melaksanakan sebagian 
tugas BUD. 

21. Pen.gguna Anggaran yang sela,,jutnya disingkat PA ada lah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untu k melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

22. Kuasa Pengguna. Anggaran yang selanjutnya disi11gkat KPA adalah pejabal 
yang diberi kuasa un tuk melaksanakan sebagian kcwc:nangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya. 

23. Pejabal Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakrut fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

24. Pejabat Pelaksana Telmis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan I (satu) atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

25. Bendahara Pengeluara.n adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan. membayarkan, menata.u$ahakan, dan me.mpertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanarut APBD pada 
SKPD. 

26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pcjabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, mernbayarkan, menatausahakan dan 
mempertrutggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

27. Musyawarah Petencanaan Pembangunan I<e.Jurahan yang selanjut:nya 
disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan 
pembangunan di tingkat kelurahan untuk mendiskusikrut masalah yrutg 
dihadapi masyarakat dan memutuskrut prioritas untuk pembangunan jangka 
pendek. 

28. Surat Pennintarut Pembayaran yang selrutjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertrutggungjawab alas 
pelaksanaan kegiatan/bcndahara pengeluoran untuk mengajukrut permintaan 
pembayaran. 

29. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang 
diaj ukan oleh Bendahara Pengeluara,n untuk pennintaan pembayaran 
langsung kepacla pihak ketiga alas dasar ])e1janjian kontrak kerja atau surat 
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji denga.n j umlah, penerima, 
peruntukan, dan waktu pembayaran lertentu yang dokumennya disiapkan 
oleh PPTK. 

30. Rencana Kcrja dan Anggaran yang selanjutnya disingkal RKA adalah dokumen 
perencanaan dan penganggarrut yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang s elanjutnya disingkat DPA adaJah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan olch PA/KPA. 
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~ . ,,,., "'""' •••""~ ""' ..,.,.,m,. '""""' "" "'""" '°"='" yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA. 

33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh 
BUD berdasarkan SPM. 

34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran uotuk mengajukan perrnintaan 
pernbayaran. 

35. SuraL Pem1intaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjumya 
disingkat SPP-GU adalah dokurnen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk pennintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung. 

36. Surat Pennintaan Pembayaran Tarnbahan Uang Persediaan yang sdanjutnya 
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pcngeluaran 
untuk perrnintaan tambahan uang persediaan guna rnelaksanakan kegiatan 
SKPO yang bersifat mendcsak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran 
langsung dan uang persediaan. 

37. Surat Pcrrnintaan Pernbayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS 
adalah dokumen yang diajukan o leh bendahara pengeluaran untukpc:rmintaan 
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja 
atau surat perintah kerja lainnya dan pernbayaran gaji dengan jumlah, 
penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang doku.mennya 
disiapkan oleh PPTK. 

38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokume.n 
yang cligunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran ttntuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban 
pengeluaran DPA SKPD. 

39. Surat Perintah Pe.ncairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang dite.rbitkan o.lch 
BUD berdasarkan SPM. 

40. Sisa Lebib Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selarna satu 
periode anggaran. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa12 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan dalam Dae.ral1. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan keglatan pembangunan sarana 
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalarn 
Daerah , dapat berjalan dan terlaksana dengaa tertib dan akuntabel berdasarkan 
kelentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB lll 
KEGIATAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 4 

Peraturan Bupati ini rnengatur kegiatan: 
a. pembangu nan sarana dan prasarana Kelurahan ; dan 
b. pemberdayaan maayamkat di Kelurahan . 

Bagian Kedua 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelumhan 

Pasal 5 

(I) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelumhan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 4 h uruf a digunakan untuk membieyru pelayanan sosial 
dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup 
masyarakat. 

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. penga.daan, pembangunan, pengembangan, dan pem.eliharaan sarana dan 

prasarana lingkungan pemukiman; 
b. pcngadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana transportasi; 
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kesehatan; dan/atau 
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan 

praaarana pendidikan dan kebudayaan. 

Pasal 6 

(l) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) h uruf a, meliputi: 
ajaringan air minum; 
b. drainase dan selokan; 
c. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah; 
d. su.mur resapan~ 
c. jacingan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; 
f. alat pemadam api ringan; 
g. pompa kebakaran portabel; 
h. pcnerangan lingkungan pemu kiman; dan/atau 
i. sarana prasarana lingkungan pcmukiman lainnya. 

(2) Pengadaan, pembangunan , pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana transportasi sebagaimana climaksud dalam Paaal 5 ayat (2) huruf b, 
meliputi: 
a. jalan pemukiman; 
b.jalan poros Kelurahan; dan/atau 
c. sarana prasarana transportasi lainnya. 

(3) Pengadaan, pembangunan, pcngembangan dan pemeliharaan sarana 
prasamna kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Paaal 5 ayat (2) hurur c, 
mcliputi: 
a. mandi, cuci, kakus uotuk umum/komunaJ; 
b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau 
c. aarana prasarana keschatan lainnya. 
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~,.,,.,.M, ,..,,..,.,,M, ~•~•- "" -•""""'' oomo, 
prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2} huruf d, melipu ti: 
a taman bacaan masyarakat; 
b. bangunan pendiclikan anak. usia dini; 
c. wahana permainao anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau 
d. sarana prasarana pendidikan dan kcbudayaan lainnya. 

Bagian Ketiga 
Kegiatan Pcmberdayaan Masyarakat di Kclurahan 

Pasal7 

(I} Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 h uru t' b, digunakan untuk pcningkatan kapasitas dan 
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dcngan mendayagunal<an potensi dan 
sumber daya sendiri. 

(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dJ Kelurahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I), yaitu: 
a . pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; 
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidJkan dan kebudayaan; 
c . pcngelolaan kegiatan pengembangan us.a.ha rnlkro, kecil, dan menengal1; 
d . pengelolaan kegiatan lcmbaga kemasyarakatan; 
e . pengelolaan l{egiatan ketenterarnan, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat; dan/ atau 
f. pcnguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta 

kejadian luar biasa lainnya. 

Pasal8 

(1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mcliputi: 
a. pelayanan perilaku hidup bcrsih dan sehat; 
b. keluarga berencana; 
c. pelatihan leader kesehatan masyarakat; dan/atau 
d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. 

(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana 
dJmaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. penyelenggaraan pelatihan kerja; 
b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/ atau 
c. kegiatan pengelolaan pe)ayanan pend idikan dan lcebudayaan lainnya. 

(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil., dan menengah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 a_yat (2) buruf c, meliputi: 
a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan /atau 
b. kcgiatan pengclolaan pengcmbangan usaha mikro, kecil, dan menengah 

lainnya. 
(4 J Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pas.-il 7 ayat (2) huruf d, meliputi: 
a . pclatiban pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ; dan/atau 
b. kegiatan pengelolaan lemba,ga kemasyarakatan lainnya. 

(5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (2) huruf c, meliputi: 
a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; 
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban 

Kelurahan; dan/atau 
c. kcgjatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perljndungan 

masyarakat lainnya. 
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Pcnguatan kcsinpsingtum ma.synmknt clnlm11 rnc11ghNdopi l,cncnnn RcrlH 
kejadinn luar bia&l lnlnnya sdmt•,uimnnn tlinmksud <la lnm Pmmt ·7 aynt f2) 
huru I' f, nit:lipu ti: 
u. pcnycdiaan Jnyannn inrorrnnsi l tn lflnft bcncnnn; 
b. pelatihan kc-sinpsiagao.11 mnsynl'nl<o t dnlnm 1ncnghnd11pi l >e11cm1n: 
c. peln.tihnn tcnaga suknrcluwnu u ntuk p<!lllln(:Hnnn hcn<'ium; 
d . cdukasi mnnnJc-mcn protcksi kcbalrnrnn; da11/nln11 
e. pcnguatan kesinpsingunn mnsyo11tkat yang lt-1in11yu. 

(1) Penentmm kegia.tan pcmlxmgunnn sarima dan prAsnrttna l(clumhAn <11,111 

pembenfnyaan masyamlmt df J<eluralmn scl.Jagaimnnn <lin,nksud <lalnm Pnsal 
6 dan Pa.sal 8 dilah.'1.tkon mclalui Musrcnlmng Kelurn han. 

(2) Dalnm hal tcrclnpnt pennml,ahan clan/al.nu pcn1bn h:m kcgialan pcmlmngunnn 
sara.na dan prasan:mn Kclurnhnn dun pcmbcrda.yann mnsyaralml di Kf:lurnhan 
scbagaimana dimnksud pa.do uyut {JJ

1 
,l ilakukan mclalui musynwsu'fl.h 1u1 u111t 

Lurah dengan I.PM. 
(3) Musyawarah sebagaimana dimaksu<I padn ayal (2) clilaksanakan untuk 

mendapatkan kesepalmtan pencnlu:m kcgiat.an lum bahnn dan/ntau 
pe1·ubahan. 

(4) Kesepakatan sebagaimann clirnaksud pnda ayal (3) d ibuot do lam l>cntuk bcrita 
acara. 

Pasal 10 

Kegiatan sebagairnana dimaksud dah-tm Pnsal 9, disusun dalrun dokumcn 
pe.rencanaan daerah sesuai dengan l<etentuan peraturan pcrundnng-undangnn. 

BABIV 
PENOANGGARAN 

Pasal 11 

( 1) Pemer'intah Dae rah mengalokasikan 
pcmbangunnn sa.rana dan prasa.rana 
masyarakal di Kelurnhan. 

anggaro.n dalam 
Kclurahan dan 

APBD untuk 
pembcrdayaan 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dimasu Iron ke dalam 
anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelu rahan untuk dimanfaalkan 
sesuai dengan kctcntuan pcraturan pcrunda.ng-undangan. 

(3) Besaran anggaran pembangunnn sarana dan prasnrann. Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurnhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
bcrpedoman APBD tahun bcrkenaan. 

Pasal 12 

(I) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal l OJ Kecamatan menyusun RKA sesuni dengan sumber pcndanaan 
masing-masing kcgiatan, 

(2) RKA I<ecamatan scbagajmana dimaksud pada nyat (I), d isusun olch Ca mat 
atas uaul Lurnh oolaku KPA sesuai dengan ketentuan pcraturan pcrundang­
undangan. 

(3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , masing•masing 
dituangkan pada RKA terscndiri. 
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BABY 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 13 

(1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan. 

(21 Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ('I) menunjuk Pejabat 
Penatausahaan Keuangan Pembantu daa PP'l'K di Kelurahan. 

(3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan 
berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD. 

Pasal 14 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembaotu di Kelurahan sebagaimana dimaksud 
da\am Pasal 13 ayat (2) bertugas: 
a. mencliti kelengkapan $PP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan 

oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan dikctahui/disctujui olch PPTK; 
b. menclili kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Ben dahara Pengeluaran 

Pembantu; 
c. melakukan verifikasi SPP; 
d. menyiapkao SPM; dan 
e. melakuka.n verifikasi harian atas penerimaan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 15 

Pelaksanaan anggaran untuk kegjatan pembangunan sarana dan prasarana 
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Keluraban melibatkan kelompok 
masyarakat dan/atau organisasi kernasyarakatan. 

Pasal 16 

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan scsuai dengan ketentuan 
pcraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. 

BAB VI 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANOOUNGJAWABAN 

Pasal 17 

(I) Penatausahaan kegiatan pcmbangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan 
uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang•undangan. 

(2) Pelaporan keuangaa kegiata.n pembangunan $11t"ana dan prasarana Kelurahan 
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecarnatan 
selaku entitas akuntansi. 

(3) Pcngakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana 
dan prasarana Kelui-ahan dan pemberdayaan ma$yarakat dj Keltu-ahan 
berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan Japoran 
pertangguagjawaban fungsional. 
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(4) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kclurahan, yang berada di RKUD dan/atau 
rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada a lokasi 
untuk kegjatan tahun anggaran selanjutnya. 

PasaJ 18 

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban 
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kclurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melah'l.lkan verifikasi atas laporan 
pertanggungjawaban yang clisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran 
Pembantu kepada KPA. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan 

bukti-bukti pengeluamn yang dilampirkan; 
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang 

tercantum dalam ringkasan per rincian objek; 
c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Paj ak Penghasilan atas 

beban pcngeluaran per rincian objek; dan 
d. mcnguji kebenaran sesuai dongan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode 

sebelumnya. 
(3) l-aporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari 
APBD sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 11 ayat (I) disampaikan kepada 
Cam.at dan BUD setiap semester. 

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
untuk: 
a . semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan J uli; dan 
b. semester II d isamp&kan paling lambat minggu kedua bulan Januari. 

(6) Lurah menyampaika.n laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana 
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada 
Bupati melalui Carnal. 

(7) Bupati menyamp&kan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana 
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kclurahan kepada 
Menteri melalui Gubemur Provinsi Bengkulu sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

BAB Vil 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 19 

(I) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan tcrhadap kegiatan 
pembangunan sarana prasarana Kclurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat me!Jmpahkan 
kewenangannya kepada Camat. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dalam pelaksanaannya 
dibantu oleh lnspektorat Dacrah. 

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

(I) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam 
bentuk fasilitasi, kcmsultasi, pe.rtdidikan dan pelatihan serta peneJitian dan 
pengembangan sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pembi'.'aan sebagaimana dima.ksud pada ayat (I) dapat dilakukan oleh 
Pcmenntah Pusat dan Gubernur Provinsi Bengkulu sebaga.i wakil Pemerintah 
Pusat. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimoksud dalam Pasal 19 ayat (3) d ilakukan dalam 
bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Peratura.n Bupati ini berlaku surut tcrhitung sejak tanggal 2 Januari 2019. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcrat~ran 
Bupati in.i dengan pcnempatannya dalam Serita Daer'ah Kabupaten ReJang 
Lebong. 

\ 

Diundangkan di Curup 
Pada tangga! U' Juni 2019 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal U: Jun; 2019 

SERITA DAERAH KA8UPATEN REJANO LEBONG TAHON 2019 NOMOR 'SJJ 

\ 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANO LEBONO 
NOMOR It TAHUN 2019 
TANOOAL 2' cfur1i 2019 

F ORMAT LAPORAN P ENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN S.ARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 
DAN PE MBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DALAM KABUPATEN REJANG LEBONG 

Kecamatan 
Kelurahan 
Semester 
Tahun Anggaran 

OtrrPUT 
NO URAt,<\N VOLUME SATUAN 

l 2 3 • 
I\. Pcmbatl,gu.nan S.V®Q d.m 

PrasfilJ"al\a Kdu ralum 
L Ke I ..... 
2. Kc,°ttfa.taal ~ ••••. 
3. O,t . 

a. Pernberdllyaan Ma.sya:ekat d.i 
~lunlh.an 
I . K ·attt.nl., ... 
2. K 'a.ton 2 ..... 

3. Ost ..... 

Jumla.h Total 

MengetahuI, 
Lurah Selaku KPA, 

NamaJctas 
NIP 

ANGC.ARA?i 
(Rp) 

5 

REAUSASI SISA 

IRP) % IRP) 

6 7 8 

%CAPAJAN TENAGA OURASI 
KE:RJA 

% OUTPUT roraua1 (Harij 

9 10 J I 12 

........ .... .... . , ta.nggal 

Benda.hara PengeJuaran Pembantu, 

Nama.Jela$ 
NIP 

VPAH KET 
!RPI 
13 14 
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Petunjuk Pengisian : 

NOMOR URAIAN 
l Kolom 1 diisi denoan nomor urut • Jke.oiatan 
2 Kolom 2 diisi den•an uraJan keo-1atan 
3 Kolom 3 diisi den•an volume outcut misal: 500 
4 Kolom 4 diisi dc:mean satuan ournut misal: meter 
5 Kolom 5 diisi den•an ;umlah anh•aran 
6 Kolom 6 diisi denaan iumlah realisasi 
7 Kolom 7 diisi dent!an -rsentase realisasi terbadan an"'--aran 
8 Kolom 8 diisi den.,an selisih anlara an<•Mran dan realisasi 
9 Kolom 9 diisi den2an selisih nersentase sisa 
10 Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik diliitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan 
dan foto; 

b. Kegiatan non fisik dengan cara: 
1. penyelesaian kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran,.dan anggaran sebesar 

30%; 
2. undangan pelaksanaan kegiatan, daftaJ' hadir peserta pelacihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; 
3. kegialan telah terlaksana sebesar 800/o; dan 
4. lavoran velaksanaan ke•iatan dan foto sebesar 100% 

11 Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi han.ya untuk 
keo-1atan di Kelurahan nada bfdanll velaksanaan vemban2unan 

12 Kolom 14 diisi den~•n sumber nendanaan IAPBD atau DAU Tambahanl 


